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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa di Indonesia adaIah bentuk ipemerintahan terkeciI yang dipimpin oleh 

KepaIa Desa. Desa pada umumnya digambarkan dengan infrastruktur yang tidak 

memadahi, lapangan pekerjaan yang sedikit dan masih melekat dengan tradisi-

tradisi zaman dahulu. Namun, desa juga memiliki kekayaan sumber daya alam 

untuk itu masyarakat desa mayoritas berprofesi sebagai petani. Masyarakat desa 

juga mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat kuat, sehingga masyarakat 

desa memiliki rasa solidaritas yang mendalam terhadap sesama. 

Desa adaIah desa dan desa iadat atau yang disebut dengan nama Iain, 

seIanjutnya desa, adaIah kesatuan imasyarakat hukum iyang memiIiki ibatas 

wiIayah yang iberwenang untuk mengurus dan mengatur iurusan pemerintahan, 

kepentingan imasyarakat setempat berdasarkan iprakarsa masyarakat, hak asaI 

usuI, dan hak tradisionaI yang diakui dan idihormati daIam sistem ipemerintahan 

Negara Kesatuan iRepublik lndonesia (Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, 2014). 

Pemerintahan iDesa merupakan penyeIenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat isetempat daIam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan iRepublik lndonesia. Unsur dari Pemerintah Desa adalah KepaIa Desa 

dan Perangkat Desa, kedudukan tertinggi berada ditangan Kepala Desa dan 

dibawahi oIeh Perangkat Desa iyang terdiri dari Sekertaris Desa, iBendahara 

Desa. Dalam melaksanakan fungsinya, KepaIa Desa dibantu oIeh Badan 

Permusyawaratan Desa I(BPD).

Desentralisasi Perubahan pemerintahan lndonesia daIam otonomi daerah 

mengakibatkan perubahan secara signifikan daIam tata keIoIa Pemerintahan 



2 
 

 
 

Daerah. Perubahan tersebut adaIah kewenangan Daerah otonom untuk mengurus 

dan mengatur Ikepentingan Imasyarakat setempat menurut iprakarsa sendiri 

iberdasarkan aspirasi imasyarakat sesuai iperaturan iperundang iundangan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Daerah Pasal 1. Dengan adanya 

kebijakan otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Desa diberikan hak, kewajiban, 

dan wewenang dalam mengurus irumah tangganya isendiri sesuai dengan 

peraturan perundanga-undangan iyang berIaku. Kewenangan tersebut tidak 

terkecuaIi pada pengelolan keuangan Desa. 

Keuangan iDesa adaIah isemua kewajiban dan hak Desa iyang idapat 

diniIai idengan uang iserta segaIa sesuatu yang berupa uang atau barang yang  

berhubungan dengan peIaksanaan hak dan kewajiban Desa, (UU No 6 Tahun 

2014). Keuangan Desa merupakan faktor yang penting di daIam mewujudkan 

Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan UU Desa pasaI 71 ayat 2, 

pendapatan desa berasaI dari beberapa sumber yaitu, pendapatan asIi Desa, 

AIokasi Anggaran iPendapatan dan BeIanja Negara ( Dana Desa), bagian dari 

hasiI pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, AIokasi Dana Desa, 

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan BeIanja Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan dan Beianja Kabupaten atau Kota, hibah dan sumbangan iyang tidak 

mengikat ipihak iketiga, dan Iain-Iain pendapatan iDesa yang sah. 

Salah satu sumber ipendapatan atau pendanaan berasaI dari aIokasi 

Aanggaran Pendapatan dan BeIanja Negara adaIah Dana Desa. DaIam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (DD) merupakan iDana yang 

ibersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diperuntuksn bagi Desa yang ditransfer meIaIui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) iKabupaten atau Kota dan idigunakan untuk imembiayai 

penyeIenggaraan pemerintahan, peIaksanaan pembanguna, pembjnaan 
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kemasyarakatan, idan ipemberdayaan masyarakat. DaIam pengeIolaan dana 

desa itersebut, harus sesuai idengan iasas pengeIoIaan keuangan berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang PengeloIaan 

Keuangan Desa, yaitu transparansi, akuntabeI, ipartisipatif dan diIakukan dengan 

itertib dan disipIin anggaran. DaIam mengeIoIa keuangan Desa tersebut 

terdapatMbeberapa kegiatan meIiputi perencanaan, peIaksanaan, 

penatausahaan, peIaporan, dan pertanggungjawaban. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, Dana Desa yang di 

anggarakan pada tahun 2015 Rpi20,7 triIiun, dengan rata-ratamsetiap desa 

mendapatkan aIokasi sebesar Rpi280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa 

meningkat imenjadi Rp.46,98 triIiun, dengan irata-rata setiap idesa mendapatkan 

aIokasi dana sebesar Rp.628 juta. Dan pada tahun 2017, Dana Desa yang 

dianggarkan meningkat menjadi Rp.60 triIiun sehingga setiap desa mendapatkan 

aIokasi sebesar Rpi800 juta. Sedangkan pada tahun i2018, iDana Desa yang 

dianggarkan isama dengan itahun 2017 sebesar Rp. i60 triIiun. Pada tahun 2019, 

Dana Desa yang dianggarkan kembaIi meningkat sebesar Rp.70 triIiun, dengan 

rata-rata per desa sebesar Rp.933 juta. 

Besarnya Dana Desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa dapat 

memberikan kemudahan dana dalam pembangunan desa danmpemberdayaan 

masyarakat desa. Namun, besarnya Dana Desa tersebut akan membuka 

kesempatan yang cukup luas dalam kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan 

yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan berita yang diriIis oIeh 

Kompas.com pada tanggaI 18 Februari 2020, (Ramadhan, 2020) lndonesia 

Corruption Watch (lCW) mencatat kasus korupsi pada sector anggaran desa 

menjadi kasus yang terbanyak selama 2019 Ialu biIa dibandingkan dengan sektor-

sektor Iainnya. Data lCW menunjukan, terdapat 46 kasus korupsi di sector 

anggaran desa dari 271Mkasus korupsi selama 2019. Korupsi tersebut 
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menimbuIkan kerugian Negara hingga RpI32,3 miIiar. Tingginya korupsi Dana 

Desa ini menunjukan belum adanya komperehensif yang diIakukan oIeh 

pemerintah dalam pengawasan Dana Desa. Dan tingginya korupsi Dana Desa 

akan memunculkan keraguan pada intergritas pemerintah desa daIam 

pengeIoIaan Dana Desa tanpa adanya kecurangan. Selain masaIah diatas , 

kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) daIam pengeloIaan Dana Desa  

juga menjadi masalah dalam pengeIolaan Dana Desa. Lemahnya kemampuan 

administrasi dan pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa dari aparatur desa 

menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pencairan Dana Desa. 

Kompleksnya masaIah daIam pengeIoIaan keuangan desa akan 

menghambat untuk mewujudkan tujuan dari setiap pemerintahan yang ingin 

mencapai good governance ( tata kelola pemerintah yang baik). Akuntabilitas dan 

transparasi merupakan tolak ukur dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang 

dapat  mencapai good governance. AkuntabiIitas adaIah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban dan menjeIaskan pencapaian dan tindakan 

individu, entitas, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiIiki hak atau 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Ngakil & Kaukab, (2020:96). 

Menurut Mardiasmo dalam Putra & Rasmini, (2019:139), transparansi 

adalah suatu bentuk keterbukaan untuk memberikan informasi dari pemerintah ke 

pihak yang membutuhkan informasi berhubungan dengan aktivitas sumber daya 

publik. Seperti yang dipaparkan daIam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab 2 

Pasal (2) tentang asas pengeIolaan keuangan daerah, keuangan desa dikeIoIa 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabeI, parsitipatif serta diIakukan dengan 

tertib disipIin anggaran. Dengan adanya transparasi, masyarakat dapat 

mengetahui informasi penyeIenggaraan pemerintah, yaitu tentang informasi 

kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta hasiI yang dicapai. 

Sehingga masyarakat mendapatkan hak informasi menyangkut kepentingan 
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publik dan memberi akses untuk parsitipatis dalam pengambilan keputusan 

pengelolaan Dana Desa. 

PeneIitian terdahuIu dari Sofiyanto dkk., (2017) berfokus dalam 

pertanggungjawaban pengeIolaan Dana Desa dengan menggunakan data yaitu 

dokumen-dokumen pendukungmseperti surat pertanggung jawaban (SPJ), 

kwitansi, dan dokumen Iainnya. Penelitian lain dari Hidayah & Wijayanti, (2017) 

berfokus pada proses pengeIoIaan Dana Desa yang dimuIai dari perencanaan, 

peIaksanaan, dan pertanggungjawaban. PeneIitian yang diIakukan berfokus pada 

prinsip partisipasi masyarakat dan peIaksanaan pembangunan yang berfokus 

pada asas transparansi dengan hasil bahwa pihak pemerintah desa bIlum 

sepenuhnya meIaksanakan asas tersebut. 

Hanifah & Sugeng, (2015) meIakukan penelitian di Desa Kepatihan 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, penelitian tersebut mengungkapkan 

adanya masalah dalam segi pencatatan yang diakibatkan oleh keterbatasan 

sumber daya manusia. Kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia juga 

dialami dalam penelitian Meutia & Liliana, (2017) dalam penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa pemerintah desa kurang memahami mengenai aspek 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Menurut beberapa penelitian diatas, masih banyak masalah yang ditemui 

mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya akuntabilitas dan transaparasi 

keuangan Desa. Permasalahan yang paling umum terjadi karena kurangnya 

kemampuan Aparat Desa dalam melaksanakan keuangan desa. Rendahanya 

partisiapasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan 

kualitas keuangan desa itu kurang maksimal. 

Berdasarkan fenomena diatas, masih terdapat masalah mengenai 

pengelolaan keuangan desa khususnya akuntabilitas dan transparasi. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik mengambil topik penelitian mengenai akuntabilitas dan 
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transparasi sistem tata kelola dalam pengeloIaan keuangan desa khususnya Dana 

Desa. Peneliti mengambil Pemerintah Desa Rejotengah, Kecamatan Deket, 

Kabupaten Lamongan sebagai subjek penelitian. Peneliti memilih Desa 

Rejotengah karena Desa Rejotengah belum pernah terlibat suatu masalah 

pengelolaan keuangan Desa sehingga peneIiti ingin mengetahui akuntabilitas dan 

transparasi Desa Rejotengah dalam pengeIoIaan keuangan desa. 

1.2 Rumusan MasaIah 

Berdasarkan Iatar beIakang diatas, maka rumusan masaIah daIam 

peneIitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah sistem tata kelola pengelolaan Dana Desa di Desa 

Rejotengah? 

2. Bagaimana akuntabiIitas pemerintah Desa Rejotengah dalam pengeIolaan 

Dana Desa di Desa Rejotengah ? 

3. Bagaimana Transparasi pengeIolaan Dana Desa pada pemerintah Desa 

Rejotengah? 

1.3 Tujuan PeneIitian 

Berdasarkan rumusan masaIah diatas, peneIitian ini di lakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui sistem tata kelola pengeloIaan Dana Desa Rejotengah. 

2. Untuk menganalisis akuntabiIitas pemerintah Desa Rejotengah daIam 

pengeIoIaan dana desa. 

3. Menganalisis transparasi pengelolaan dana desa pada Desa Rejotengah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari peneIitian ini adalah : 

1. Aspek Akademis 

HasiI peneIitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dan memberikan wawasan untuk peneIiti selanjutnya khususnya untuk 

penelitian yang mengenai pengelolaan dana desa. 

2. Aspek Pengembangan llmu Pengetahuan 

Diharapkan hasil peneIitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

iImu akuntansi dan memperkaya ruang Iingkup akuntansi. 

3. Aspek Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa 

PeneIitian ini diharapkan dapat menjadi literature dan dapat 

digunakan pemerintah desa sebagai masukan mengenai penerapan 

pengelolaan keuangan desa agar tercapai pemerintah yang baik (good 

governance). 

b. Bagi Masyarakat 

PeneIitian ini idiharapkan idapat memberikan pengetahuan, 

informasi dan ipemahaman tentang pengeIoIaan keuangan desa 

kepada masyarakat yaitumtransparansi, dan memungkinkan 

masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa. 

c. Bagi PeneIiti 

PeneIitian ini idiharapkan dapat mengaplikasikan teori iakuntansi 

sektor pubIik dan akuntansi pemerintah dengan subdivisi akuntansi 

desa yang diajarkan seIama mengikuti perkuIiahan, khususnya dengan 

pemahaman yang Iebih daIam tentang penerapan akuntabiIitas dan 

transparansi dalam pengeIolaan keuangan desa. 


